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BUPATI  RAJA  AMPAT 

PROVINSI PAPUA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT 

NOMOR 38 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI RAJA AMPAT 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis 

Akrual pada Pemerintah; dan 

b. bahwa Ketentuan Pasal 3 huruf  c  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pembentukan 

Peraturan Kepala Daerah mengenai Kebijakan Akutansi 

Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kabupaten 

Raja Ampat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6697); 
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3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten 

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, 

Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk 

Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4245); 

4. Undang-Unang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4410); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5601); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembarn Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Repbulik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tentang 

Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor2083); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat 

(Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2008); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja 

Ampat Tahun 2016 Nomor 127); Peraturan Daerah 

Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran 

Daerah Nomor 02 Tahun 2008); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaram 

Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 

127); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT. 

 

Pasal 1 

Lampiran Peraturan Bupati Raja tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah 

Kabupaten Raja Ampat. 

 

Pasal  2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja 

Ampat. 

 

 

 

Ditetapkan di Waisai 

pada tanggal, 5 Oktober 2022 

 

BUPATI RAJA AMPAT, 

         CAP/TTD 

ABDUL FARIS UMLATI 

 

 

Diundangkan di Waisai 

pada tanggal, 5 Oktober 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT, 

   CAP/TTD 

YUSUF SALIM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022  NOMOR 38 

 

 

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya, 

An.SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA 

                   Ub 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

 

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH 

PEMBINA (IV/a) 

NIP. 19790527 200502 1 001 

 

 


